BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada dua pertanyaan
penelitian yaitu terkait bagaimana wacana terkait oknum yang dikemukakan oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditinjau dari segi yuridis dan analisis
wacana kritis, serta bagaimana dampak penggunaan kata oknum terhadap pelaksanaan
tanggung jawab pejabat dan lembaga negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi yuridis, pernyataan pejabat yang dilakukan di depan publik dapat
dikategorikan sebagai bentuk kebijakan publik. Pernyataan dapat disebut juga sebagai
wacana karena terdiri atas rentetan kalimat yang memiliki konteks. Wacana terkait
oknum yang dikemukakan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan kebijakan publik. Namun, dari segi hukum
tata usaha negara, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN.

2. Dari segi analisis wacana kritis, terdapat tiga dimensi Fairclough. Pertama, dari segi
analisis teks hasil penelitian menunjukan bahwa pada level teks ini, maksud yang ingin
disampaikan oleh Mahfud ada yang ditampilkan secara eksplisit dan implisit melalui
penggunaan diksi-diksi tertentu. Mahfud menyamakan oknum dengan penjahat dapat
dilihat pada kalimat “Sama seperti di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada
penjahat, di gereja ada penjahat.” Penggunaan kalimat tersebut memberi kesan bahwa

kejahatan merupakan fenomena yang biasa, terjadi di manapun, dan dilakukan oleh
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siapapun. Hal tersebut ditekankan pada kalimat sebelumnya dengan penggunaan diksi
“sejak dulu,”; “biasa”. Mahfud juga ingin menekankan bahwa meskipun terdapat
oknum yang disamakan dengan penjahat, hal tersebut bukan gejala yang umum yang
ada pada tubuh TNI/Polri sehingga tidak bisa disebut mewakili lembaga. Padahal,
sebagai alat negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan seharusnya tidak
menganggap bahwa mereka adalah “penjahat”, dan itu adalah hal yang biasa. Kedua,
pada dimensi analisis kewacanaan dapat dilihat bahwa Mahfud cukup konsisten
menggunakan kata oknum dan kecenderungannya untuk menghindari generalisasi dari
suatu organisasi atau lembaga. Ketiga, pada analisis praktik sosio-kultural, reaksi
masyarakat membentuk bagaimana wacana tersebut berkembang. Kata Oknum yang
terdapat dalam berbagai jenis wacana kemudian mewakili untuk menyebut seseorang
yang melakukan tindakan-tindakan negatif. Hal tersebut didukung dengan berbagai
pernyataan pejabat dan pemilihan kata oleh media terkait kata tersebut.

. Berdasarkan analisis kebijakan publik seperti peraturan perundang-undangan dan
peraturan kebijakan lainnya, telah terjadi perubahan dalam penggunaan kata oknum.
Pada masa Orde Lama, kata oknum cenderung digunakan pada konteks yang netral.
Pada masa Orde Baru hingga setelah Reformasi, kata oknum digunakan pada konteks
yang negatif.

. Dampak penggunaan kata oknum pada pertanggungjawaban jabatan maupun lembaga
pada akhirnya hanya akan melokalisir satu atau beberapa orang yang melakukan
tindakan menyimpang. Tujuannya agar lembaga tampak bersih, sehingga ketika ada
kesalahan, kesalahan itu tidak merepresentasikan lembaga. Akibatnya, lembaga
menjadi lupa bahwa kesalahan tersebut dapat terjadi karena ada celah pada sistem,
seperti tidak efektifnya pengawasan, pendidikan, maupun rekrutmen anggota dari suatu

lembaga.
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